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Meskipun amanat UU Kepegawaian sudah secara eksplisit menyebut seperti itu tetapi
kenyataannya pola pembinaan karier PNS masih lebih banyak didasarkan pada DUK (Daftar
Urut Kepangkatan) dan senioritas. Hal tersebut nampak dari masih berlakunya PP No.
1571979 tentang DUK, PP No. 13/2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
dan PP No. 122002 tentang Kenaikan Pangkat PNS yang belum mengakomodasi sistem

prestasi kerja (Tri Putranto, 2009; 135). Pola Karier dalam tahapan implementasi meliputi : 1)
Mampu digambarkan lintasan perkembangan kemajuan PNS secara horizontal dan vertikal
yvang mengarah pada posisi yang lebih tinggi; 2) Dalam pola karier terdiri dari tahapan :

ut urlentas:, pelatihan pra tugas, placement, penugasan dalam pematangan profesi

1 profesi; 3) Dalam pelaksanaan pola karier perlu ada unit penilaian
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Gambar 1.1. Pola Karier Pegawai
Sumber- John C. Alpin & Darlene K. Gester (2002)
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struktur dan proses yang menghasilkan keselarasan kompetensi pegawai dengan kebutuhan
organisasi. Sistem pembinaan karier pegawai ini nantinya diarahkan agar terbentuk pola
karier Pegawai Negeri Sipil yaitu pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambar
kan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara
jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan
seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai

dengan pensiun (PP No. 100/2000 jo PP No. 13/2002). Dalam Undang-undang No. 43/1999

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Khususnya menurut pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa
keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesio-
nalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan Kewajiban kepegawaian, yang meliputi pe
rencanaan, pengaduan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, ke
ahteraan, dan pemberhentian. Secara khusus, Schuler & Youngblood (dalam Soeprapto
a'_ .'."__;.*46-57) mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia pada suatu
l L“” ﬁ: ; ks : it hatkan I?grbagal faktnr, segerh : pendidikan dan pelatihan; perencanaan
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penempatan pegawai hendaknya mengacu kepada penilaian potensi, kompetensi, dan

karakteristik diri yang sesuai dengan jabatan yang akan dipangku.

B . Rotasi

Rotasi merupakan salah satu bagian dari pembinaan karier setiap pegawai. Melalui
rotasi, terutama rotasi horizontal dimaksudkan sebagai upaya penyegaran kerja dan
peningkatan wawasan dan keahlian kerja (Werther, 1996:292). Dalam penentuan rotasi
hendaknya mempertimbangkan tentang keinginan setiap pegawai dan kemampuan kerja

sesuai prinsip The Ability-job fit dan The Personality-job fit.
d. Promosi

T MOosi merupakan penghargaan pegawai pada posisi Jabatan yang lebih tinggi dari
batan set umnya, dengan tingkat tanggung Jawab yang lebih tinggi pula. Pada sisi

satu bagian dari upaya pembinaan karier pegawai.
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t selektif dengan mengutamakan
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duduki jabatan

e.

h.

dilakuka

teknis sesuai jabatan yang akay |
rdapat dua orang atau lep, ), |
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uti dlk]at

Diprio 1 ghrulktuT al te
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S
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dikat kelulusan tertinggt 1€ IPriorita, :
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ritaskan yang telah mengik
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dalam menduduki jabatan.

Semua unsur penilaian kinerja (D
tahun terakhir;

P-3) sekurang-kurangny4 bernilai baik dalam 2 (dug

Pengalaman, apabila untuk satu jabatan struktural terdapat dua orang atau lebih y,.-

memenubhi syarat, maka PNS yang memiliki pengalaman yang terkait dengan jabypy,
yang akan diisi yang diprioritaskan;
Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.

~ Untuk menge tahui kompetensi PNS sebagaimana dimaksud butir 2h  di atas, m;

n pengukuran 'ampetensi melalui Personnel Assessment Centre (PAC) dengan
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untuk tindaklanjut pengembangan ke depan.

i Penyampaian Hasil PAC . Tim Assessor menyampaikan hasil tes PAC calon pejabat

struktural kepada Baperjakat

3.  Jalur Karier Pegawai

Jenis-jenis jabatan yang dapat dipangku seorang PNS dalam meniti karier di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: Jabatan Struktural;

Jabatan Fungsional Tertentu; Jabatan Fungsional Umum.

Pejabat Fungsional Umum dan/atau Pejabat  Fungsional tertentu yang telah
memenuhi syarat yang ditetapkan dengan golongan ruang minimal [11/b
dllngklt‘ sebagai pejabat struktural eselon IV dengan klasifikasi jabatan B atau eselon
vV Apabila memenuhi syarat yang ditetapkan setelah sekurang-kurangnya 2 (dua)
MIQI‘I LV PNS tﬂlﬂmt dapat dipromosikan untuk

dapatl

men

3 : '-. Ty '_' ,'1 .k
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sat dinrom uc ’ﬂki eselon III. Kedua, pejabat
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plbﬂn memenuhi syarat
.q: duduki jabatan eselon

dtnsnn tingkat dan
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yang telah selesai menjalani hukuman disiplin dan mendapat sura
menjalani hukuman _disiplin oleh pejabat yang berwenang dapat dipertimban okan

B 72 inglat dengan jabatan strulifural yang pemzh &

P igkunya sesuai ketentuan yang berlaku. PNS yang dikenai sanksi dan terbukti tida

ai ketentuan yang berlaky PNS
t keterangan telah sejes;

'-’_E.I'_ TS ﬂ_f*.""_'*!a vang dinvatak: . h |
g > dinyata pejabat yang berwenang, dapat dipertimbangkan menduduki



lurnal Studi! Pemerintanan
Volume 2 Nomor 2 Agustus 2011

nya; tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun

terakhir.

Persyvaratan khusus Jabatan Eselon Il adalah sebagai berikut: pangkat/golongan

minimal Penata TK. I (llI/d); pendidikan diutamakan serendah-rendahnya Sarjana Muda

atau Diploma lII atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang
dicapai para calon; memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas
untuk jabatan yang akan diduduki; pernah/sedang menduduki jabatan struktural setingkat
di bawahnya atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan struktural eselon IV
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Tk. Il (Diklatpim Tk.III) atau yang dipersamakan; diutamakan
telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya; tidak
pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir
atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Persyaratan khusus Jabatan Eselon II adalah sebagai berikut: pangkat/golongan
mmu:m! Feml;fmgl!(.m I __ dlutama.kan serendah-rendahnya Sarjana atau

~ Ry _-'_‘__... 1_ _I T .1.': _'.“ = .
J1p| “’.-r.-'*." ‘ '“i‘* ate U yang sede ajat di ‘h nrq 'a?ﬂn 4;1:1141-1! (e L D€

didikan tertinggi yang dicapai
!i man sesuai bidang tugas untuk
g ..atan struktural setingkat di
an ¢ v al eselon III sekurang-
lulus Pendldlkan dan Pelatihan
| JL tidak pernah dikenakan
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Tabel 5. Pedoman penil

vat di bawah jenjang

elon jabatan Yyang

!

i A S
1. SatuTing

kepangka
|  dalam es

Kepangkatan/Golongan

{ lowong:
2. Telah mencapal pangkat
' dasar dalam jenjang

kepangkatan dalam eselon
abatan yang lowong.
Satu tingkat lebih tinggl dari
pangkat dasar dalam jenjang
kepangkatan eselon jabatan
ang lowong
4. Dua tingkat lebih tinggi dari

pangkat terendah  untuk

jenjang jabatan yang lowong.

1. Kurang dari 2 tahun

' BN o0 B 2. 2hingga 4 tahun
_ﬂ_ 3. Lebih dari 4 tahun

1. Pendidikan tingkat Sekolah

Menengah  Tingkat Atas
(SMTA).

3. Pendidikan Sarjana

tidak sesuaj bidang tug
4, Pendidikan
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4. Telah mengikuti Diklatpim Tk.
Il atau yang sederajat.
5. Telah mengikuti Diklatpim Tk.
I atau yang sederajat
I H Lemhannas 1. Belum pernah Lemhannas 5

2. Telah mengikuti Lemhannas
Diklat Fungsional 1. Belum pernah Diklat

Fungsional

L e N ) Kurang dari 200 jam.
l 3. 201 sampai 400 jam.
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4. 401 sampai 600 jam. o
o 6. Lebih dari 800 jam
1. Belum Pernah Diklat Teknis

2. Lulus Diklat Teknis Tingkat

Dasar yang Kurang Terkait
dengan Bidang Tugas

3. Lulus Diklat Teknis Tingkat
Lanjutan yang Kurang Terkait
dengan Bidang Tugas

| | 4 Lulus Diklat Teknis Tingkat

N BN Dasar yang Terkait dengan

. | Diklat 'i‘eknis
(Yang Terkait dengan Bidang Tugas)
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mendapat

Perﬂﬂn
penghargaan dengan masa

kerja 30 tahun
: Sernah mendapat
penghargaan Wirakarya

6. Pernah mendapat
penghargaan Bintang Jasa.

Tidak Pernah Memperoleh
Penghargaan

Penghargaan Lainnya
[¥ang Berkaitan dengan Bidang Tug3s)

2. Penghargaan Tingkat Lokal 1

3. Penghargaan
Nasional

4. Penghargaan Tingkat
Internasional

Tidak pernah ditempatkan di
gdaerah konflik atau
tertinggal.

sgdang/pernah ditempatkan
gi daerah tertinggal.

3. Sl?dang/pernah ditempatkan
4l daerah konflik.

, pendidi

» Pendidikan lat

Qan ot
F‘ekenaan (D133)

pengd
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Mutasi dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan kemampuan
5

 pegawai dan kebutuhan organisasi. Sepanjang memenuhj

| setiap PNS di Pemerintah Kabupaten Klaten dapat

horisontal, diagonal, atau vertikal (promosi). Mutasi

Persyaratan yang berlaky,

dipertimbangkan untuk mutasi

diagonal dari pejabat struktural
¥ | atau pejabat fungsional umum menjadi pejabat

pertimbangkan setelah memenuhi ketentuan
fungsional tertentu.

fungsional tertentu dapat di

yang diatur untuk masing-masing jabatan

mutasi atau alih tugas dengan status diperbantukan (DPB) pada lembaga/ badan/ yayasan/
organisasi internasional dengan persyaratan:

el kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

[ H H ]
4 (empat) kriteria utama SDM vyaitu
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Sestal rekomendasi pejabat pembina kepegawaian

. Integritas moral, profesional,
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S sesuai PP 30 tahun 1980 dengan

; [ misi Pemerintah Kabupaten Klaten

| __,masing-masmg unit eselon I.

an kompetensi PNS
n tugas suatu jabatan.




salah satu program pelatihap dan
keterampilan pada tugas.

dllaksanakan mernberikan
piklat  Prajabata® - Lajiban dan hak sebagai PNS, ser,

Diklat Prajabatan emahaman tb ant:in:bdi negara dan abdi masyarakat, Diklat
per:? Ptits:kkagn bagi CPNS sebagai syarat untuk diangky
ini diper

ongan |, Golongan I, atau Golongan |
- ’ — — &
fungsional  dilaksanakan  unty

komprehensif tentang tugas
ikan pemahaman secara .

m:k?:/i;bata:: fungsional tertentu serta kewajiban dan hak
:esenrang vang diangkat dalam jabatan fungsional tertenty.
Diklat ini sebagai salah satu syarat pengangkatan sebagaj

nejabat fungsional tertentu.
Diklat Kepemimpinan (Dikpim) dilaksanakan  untyk
memberikan pemahaman teoritis maupun praktis dalam
- | mengelola organisasi. Diklat ini terdiri dari Diklatpim |v,
| Diklatpim I1l, Diklatpim Il dan Diklatpim |, yang diperuntukkan
| bagi PNS yang sedang atau akan menduduki jabatan
_ | struktural. : _

plklat teknis dilaksanakan untuk memberikan pengetahdan

[f an keterampilan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas
| Jabatan.

.. I — _-_'_-_——-—-—-—_ e
N blklat Penjenjangan fungsional dilaksanakan  untuk

| memberikan  pengetahuan dan k : .
| fungsional yang mendu R Plan  tekng

ir da jenjang tertentu, Dikat Ini se

sebagai PNS Gol

Pembentukan | Diklat pembentukan

untuk  meningkatkan
» analisis, dan Konsepsi PNS
N tugas organisasi sesual

9N tugas Yang dilaksanakan

" . I S h'
Witast a2 PeNingkatan 1. - MNEBa dapat dijadikan
3 Sll dllaksanakan Misasi.

AN di g bida Memberikan w

ut Ng ty awasan dan tugas-
terdorg untuk Bas sebelumnya sehingga PNS
o **lumeningkatkan kinerja
Sus d

dimilikjp, berik
ya Untu n kEpada p el
Katkan, Kiner : ""’-"lambah WEWNS atas kompetens!
5aNisas asan PNS ybs serta
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dengan didasarkan atas kompetensi. Sayangnya sampai dengan saat ini Pemerintah

Nasional masih belum mengeluarkan kebijakan yang dapat dipakai oleh Daerah, paling
tidak sebagai acuan atau pedoman dalam pengembangan karier PNS di Daerah. Oleh karena
‘+u mau tidak mau Daerah harus mengambil inisiatif untuk mengembangkan sendiri sistem
perencanaan karier PNS yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks Daerah. Berdasarkan
kajian yang telah dilakukan, sistem perencanaan karier PNS yang sesuai dengan konteks dan
kebutuhan Kabupaten Klaten adalah yang berorientasi pada kompetensi pegawai. Sistem
perencanaan karier ini dikembangkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku

saat ini.

Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan adalah : pada saat ini sedang
dilakukan revisi atas Undang Undang No. 43/1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian.
Tentu sa]a apabila revisi Undang Undang temebut telah selesai dilakukan, maka sistem
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